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Semakin tingginya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, maka penguatan pendidikan anti korupsi sangat diperlukan agar 

peserta didik senantiasa melakukan kegiatan positif yang mendukung pencegahan korupsi. Melalui literasi anti korupsi, 

peserta didik dapat memahami dengan lebih mudah mengenai konsep implementasi nilai-nilai anti korupsi dengan cara 

membaca, menulis, menyampaikan pendapatnya dan kegiatan literasi lainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pelaksanaan, peran sekolah, dan dampak  pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi pada sikap peserta didik di 

SMP Negeri 12 Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian 

berada di SMP Negeri 12 Semarang. Fokus penelitiani ini adalah pelaksanaan, peran sekolah, dan dampak penguatan 

pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi terhadap sikap peserta didik. Sumber data diperoleh dari sumber data 

primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi dilakukan dengan dua bentuk 

yaitu pembelajaran materi sisipan dan pembiasaan literasi anti korupsi yaitu; selasa integritas, diary kejujuran, orange jus, 

seminar anti korupsi, dan majalah cemara. (2) Peran sekolah terbagi menjadi tugas yaitu; kepala sekolah sebagai penentu 

kebijakan, menjadi teladan, evaluasi, kolaborasi, dan kampanye anti korupsi; wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai 

koordinator kegiatan peserta didik, pemantauan, pembinaan sikap, dan mendukung literasi anti korupsi; dan guru PPKn 

sebagai koordinator pendidikan anti korupsi, integrasi pembelajaran, pengembangan media dan stimulasi pemikiran kritis 

anti korupsi. (3) Dampak penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi terhadap sikap peserta didik yaitu 

meningkatnya sikap kepedulian, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, berani, adil, gotong royong, dan kerja keras dalam 

menanggapi permasalahan lingkungan sosial di SMP Negeri 12 Semarang. Simpulan penelitian ini adalah pelaksanaan 

pembelajaran dan pembiasaan, keikutsertaan peran sekolah dalam mendukung literasi anti korupsi dapat berdampak positif 

terhadap sikap peserta didik dalam mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Saran peneliti 

(1) Dinas pendidikan Kota Semarang menginstruksikan mata pelajaran anti korupsi sendiri. (2) Sekolah membuat anggaran 

anggaran khusus pendidikan anti korupsi. (3) Pimpinan, guru, dan karyawan lebih kosisten memberikan contoh anti korupsi. 

(4) Sekolah membuat kampanye dan apresiasi dalam bentuk lomba literasi anti korupsi.

 

Kata Kunci: Penguatan, Pendidikan Anti Korupsi, Literasi 

 

Abstract 

Strengthening anti-corruption education is very necessary so that students always carry out positive activities that support the 

prevention of corruption. Through anti-corruption literacy, students can more easily understand the concept of implementing anti-

corruption values by reading, writing, expressing their opinions and other literacy activities. This research aims to determi ne the 

implementation, role of schools, and the impact of anti-corruption education through anti-corruption literacy on the attitudes of 

students at SMP Negeri 12 Semarang. The research method used is descriptive qualitative research. The research location is at 

SMP Negeri 12 Semarang. The focus of this research is implementation, the role of schools, and the impact of strengthening an ti-

corruption education through anti-corruption literacy on students' attitudes. Data sources were obtained from primary and 

secondary data sources. Data collection techniques were carried out using interviews, documentation and observation. The data  

analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation and conclusions.The research results show that (1) 

The implementation of anti-corruption education through anti-corruption literacy is carried out in two forms, namely learning 

additional material and familiarizing with anti-corruption literacy, namely; Tuesday integrity, honesty diary, orange juice, anti-

corruption seminar, and cypress magazine. (2) The role of the school is divided into tasks, namely; school principals as poli cy 

makers, role models, evaluations, collaborations and anti-corruption campaigns; deputy principal for student affairs as 

coordinator of student activities, monitoring, developing attitudes, and supporting anti -corruption literacy; and PPKn teachers as 

coordinators of anti-corruption education, learning integration, media development and stimulating anti-corruption critical 

thinking. (3) The impact of strengthening anti-corruption education through anti-corruption literacy on students' attitudes, namely 

increasing attitudes of caring, honesty, discipline, responsibility, courage, fairness, mutual cooperation, and hard work in 

responding to social environmental problems at SMP Negeri 12 Semarang. The conclusion of this research is that the 

implementation of learning and habituation, the role of schools in supporting anti -corruption literacy can have a positive impact 

on students' attitudes in implementing anti-corruption values in everyday life. Researcher's suggestions (1) The Semarang City 

education office instructs its own anti-corruption subjects. (2) The school creates a special budget for anti-corruption education. 

(3) Leaders, teachers and employees are more consistent in providing anti-corruption examples. (4) Schools create campaigns 

and appreciation in the form of anti-corruption literacy competitions. 
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PENDAHULUAN 

Saat ini, salah satu permasalahan terpenting yang 

harus diselesaikan adalah korupsi. Korupsi merupakan 

kejadian tahunan di hampir setiap industri dan sektor 

pertumbuhan di Indonesia. Menurut (Kartono, 1983) 

Korupsi diartikan sebagai tingkah laku individu   yang 

mengggunakan wewenang dan jabatan guna meraup 

keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan 

negara. Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya 

usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, sedangkan 

proses birokrasi relatif lambat, sehingga orang-orang atau 

badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan 

memberikan imbalan-imbalan dengan memberikan uang 

pelicin (Uang sogok). Korupsi tidak lain juga disebabkan 

oleh munculnya karakter koruptif dalam diri seseorang 

selain dengan adanya peluang untuk melakukan korupsi. 

Praktek ini akan berlangsung terus menerus sepanjang 

tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat. 

Berdasarkan Program for International Student 

Assessment (PISA) menunjukkan bahwa tingkat literasi 

di Indonesia sangat rendah. Berdasarkan hasil survei, 

Indonesia menduduki peringkat ke-69 dari 76 negara 

(Ahsani dan Azizah, (2021). Rendahnya tingkat literasi 

juga mempengaruhi rendahnya tingkat literasi anti 

korupsi di Indonesia yang dapat ditunjukkan dengan 

banyaknya kasus korupsi dan suap dalam masyarakat 

(Ruth Meliana:2023). Menurut laporan Tranparency 

Internasional, Indonesia memiliki skor persepsi korupsi 

(IPK) 34 dari skala 0-100 pada tahun 2022. Skor ini 

menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup ke-5 di 

Asia tenggara (C. Annur: databoks: 2023). Ini 

menandakan bahwa tingkat tingkat korupsi di Indonesia 

cukup tinggi. Kemudian oleh Indonesia Corruption Watch 

(ICW) melaporakan bahwa potensi kerugian keuangan 

negara akibat korupsi di Indonesia pada tahun 2021 yaitu 

sebesar Rp 62,93 triliun. Angka ini meningkat 10,9% 

dibandingkan tahun sebelumnya. Sehinggga perlu adanya 

pengawalan secara intensif kepada masyarakat agar angka 

ini tidak terus meningkat.  

Langkah-langkah pencegahan korupsi diperlukan 

karena praktik korupsi telah menyebar luas ke seluruh 

sektor pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, 

pendidikan antikorupsi menjadi penting dan harus 

dilaksanakan sebagai strategi preventif. (Suyanto, 

2005:43) mengartikan pendidikan anti korupsi sebagai 

pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk 

mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada 

peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi 

harus diintegrasikan ke dalam kurikulum di sekolah 

dengan memasukkan prinsip-prinsip yang diajarkan 

dalam pendidikan antikorupsi yang dapat diterapkan pada 

berbagai aktivitas pembelajaran maupun ekstra yang ada 

disekolahan.  

Presiden Joko Widodo telah menugaskan semua 

lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama 

(Kemenag), dan kementerian terkait lainnya, untuk 

menggabungkan pendidikan anti-korupsi ke dalam sistem 

pendidikan. Instruksi ini diatur dalam Instruksi Presiden 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Upaya Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi. Pada tahun 2012. Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan juga menerbitkan surat 

edaran pelaksanaan pelatihan antikorupsi. Selain itu, 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menerbitkan 

Surat Keputusan Nomor 1696 pada tahun 2013 yang 

mengatur pedoman untuk pelatihan anti-korupsi di 

Madrasah. Sejalan dengan Inpres nomor 2 Tahun 2014 

mengenai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

serta Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Nomor 1969 yang membahas panduan implementasi 

pendidikan anti-korupsi di Madrasah, dibutuhkan 

pengembangan model untuk menyelaraskan pendidikan 

anti-korupsi ke dalam kurikulum secara bertahap atau 

berjenjang pada semua mata pelajaran. 

Pentingnya pendidikan anti korupsi ini, akhirnya 

pada tanggal 23 Oktober 2008, ketua KPK Antasari Azhar 

telah membuat dan menyerahkan modul Pendidikan Anti 

Korupsi kepada Mendiknas sebagai tanda dimulainya 

kerjasama antara KPK dengan jajaran Depdiknas dalam 

pemberantasan korupsi dengan sekolahan sebagai ujung 

tombak masa depan bangsa. Sejalan dengan hal tersebut 

waki kota semarang bekerjasama dengan wakil KPK 

untuk mendorong upaya pencegahan korupsi sejak dini 

dalam pendidikan. Dimulai dengan menerbitkan 

Peraturan Walikota Semarang (PERWALI) Nomor 50 

Tahun 2019 Tentang Implementasi Pendidikan Karakter 

Anti Korupsi di Kota Semarang.  

Sekolah merupakan salah satu institusi penting 

dalam membentuk karakter dan sikap peserta didik. 

Pendidikan anti korupsi sejak dini di lingkungan sekolah 

memiliki peran strategis dalam membentuk generasi 

muda yang memiliki kesadaran dan komitmen untuk 
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melawan korupsi. Literasi antikorupsi merupakan salah 

satu cara untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi. 

Literasi anti korupsi melibatkan pemahaman tentang apa 

itu korupsi, dampaknya, serta cara-cara mencegah dan 

melawan korupsi. Literasi anti korupsi merupakan 

penilaian dari seberapa paham siswa memahami apa itu 

korupsi dan bahaya apa yang akan terjadi jika terjadi 

korupsi. Literasi ini mengacu pada modul yang sudah 

disediakan oleh KPK sebagai bahan pembelajaran bagi 

siswa dan guru pada satuan pendidikan. Setiap sekolah di 

Kota Semarang mempunyai  cara tersendiri dalam 

penyelenggaraan pendidikaan anti korupsi, begitupun 

dengan SMP Negeri 12 Semarang. Berdasarkan hasil 

observasi awal SMP Negeri 12 Semarang menerapkan 

pendidikan anti korupsi sebagai materi dan juga praktik 

dalam pembentukan karakter anti korupsi kepada peserta 

didik. Terlaksananya pendidikan anti korupsi ini 

dipengaruhi oleh kebijakan kepala sekolah, guru, beserta 

peserta didik yang mendukung akan peraturan yang 

ditetapkan. Meskipun sudah diterapkannya pendidikan 

anti korupsi, namun masih juga ditemukan beberapa 

siswa yang melanggar, misalnya ketahuan mencontek, 

tidak jujur dalam mengembalikan barang, dan juga tidak 

disiplin dalam melaksanakan aturan sekolahan.  

Penelitian ini berusaha mengungkapkan mengenai 

bagaimana penguatan pendidikan anti korupsi melalui 

literasi anti korupsi, dampak bagi peserta didik, dan 

bagaimana peran sekolah dalam mendukung kegiatan 

literasi anti korupsi dilingkungan SMP Negeri 12 

Semarang. Sebagai lembaga pendidikan mempunyai 

peranan penting dalam membentuk karakter siswa. 

Namun upaya penguatan lingkungan antikorupsi di 

sekolah masih memerlukan kajian lebih lanjut. Oleh 

karena itu, penelitian ini akan fokus pada penguatan 

pendidikan antikorupsi di SMPN 12 Semarang melalui 

literasi anti korupsi. Berdasarkan latar belakang tersebut 

penelitian tertarik untuk menggali informasi lebih dalam 

terkait dengan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi  

khususnya lingkup SMP Negeri 12 Semarang, dengan 

judul yang diambil yaitu “Penguatan Pendidikan Anti 

Korupsi melalui Literasi Anti Korupsi di SMP Negeri 12 

Semarang” 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis 

pelaksanaan penguatan pendidikan anti korupsi melalui 

literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang; 2) 

Menganalisis peran sekolah dalam melaksanakan 

penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti 

korupsi di SMP Negeri 12 Semarang; 3) Menganalisis 

dampak penguatan pendidikan anti korupsi melalui 

literasi anti korupsi terhadap sikap peserta didik di SMP 

Negeri 12 Semarang.  

Adapun manfaat secara teoretis yaitu penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat yaitu memberikan 

penjelasan ilmiah mengenai penguatan pendidikan anti 

korupsi melalui literasi anti korupsi di sekolah. Kemudian 

manfaat praktis yaitu: 1) Bagi guru. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan dan wawasan kepada guru-guru dalam 

meguatkan pendidikan anti korupsi  dilingkungan sekolah 

maupun luar sekolah serta meningkatkan 

profesionalitasnya dalam membentuk karakter peserta 

didik; 2) Bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan pihak sekolah 

dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya 

pendidikan anti korupsi dalam mencegah perilaku 

koruptif peserta didik utamanya melalui literasi anti 

korupsi di sekolah.; 3) Bagi dinas pendidikan. Penelitian 

ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan 

mengevaluasi dan perbaikan kebijakan mengenai 

implementasi pendidikan anti korupsi di berbagai jenjan 

pendidikan di Indonesia.  

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian dengan judul “Penguatan Pendidikan 

Anti Korupsi melalui Literai Anti Korupsi di SMP Negeri 

12 Semarang” ini menggunakan pendekatan penelitian 

deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk 

menganalisis pelaksanaan penguatan pendidikan anti 

korupsi melalui literasi anti korupsi, menganalisis peran 

sekolah dalam penguatan pendidikan anti korupsi melalui 

literasi anti korupsi, dan menganalisis dampak penguatan 

pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi 

terhadap sikap peserta didik di SMP Negeri 12 Semarang.  

Lokasi penelitian di SMP Negeri 12 Semarang. 

Data dan sumber data yaitu; Sumber data primer kepada 

kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, 

guru PPKn, dan peserta didik yang mengikuti kegiatan 

penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti 

korupsi.; Sumber data sekunder pada data-data yang 

memiliki hubunan dengan sekolah dan sumber lain seperti 

buku, jurnal, dkripsi, artikel lain yang mendukung.  

Alat dan teknik pengumpulan data penelitian ini 
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yaitu; obervasi, wawancara, dan dokumentasi yang 

bersumber pada pedoman penelitian. Teknik keabsahan 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi 

metode dan triangulasi sumber. Triangulasi metode 

merupakan suatu cara membandingkan data  hasil 

penelitian dengan data  wawancara dan membandingkan 

data observasi. Triangulasi sumber digunakan untuk 

mengumpulkan informasi dari kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah bidang kesiswaan, guru PPKn, dan siswa 

SMP Negeri 12 Semarang. Triangulasi sumber digunakan 

untuk mengkonfirmasi sumber informasi yang diperoleh 

dari informan. Hal ini sejalan dengan pendapat 

(Pritandahari, 2017) yang mengatakan bahwa  data 

sebaiknya diperoleh dari sumber yang berbeda dengan 

menggunakan cara yang sama. Teknik analisis data 

penelitian ini mengunakan teknik analisis data dari Miles 

dan Huberman yaitu; pengumpulan data, penyajian data, 

reduksi data, dan membuat kesimpulan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Penguatan pendidikan Anti Korupsi 

melalui Literasi Anti Korupsi di SMP Negeri 12 

Semarang 

Penguatan pendidikan anti korupsi merupakan 

suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

pemahaman, kesadaran, dan sikap individu atau 

masyarakat terhadap bahaya dan dampak negatif korupsi, 

serta memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk 

mencegah, mengidentifikasi, dan melawan tindakan 

korupsi. Khususnya dalam penguatan pendidikan anti 

korupsi di SMP Negeri 12 Semarang, berfokus pada 

pelaksanaan penguatan pendidikan anti korupsi melalui 

literasi anti korupsi, yakni upaya yang dilakukan oleh 

sekolah dalam memberikan pemahaman lebih mendalam 

tentang konsep korupsi, dampak, nilai-nilai anti korupsi 

dan moral yang melandasi penolakan terhadap korupsi, 

serta startegi pencegahan yang dapat diimplementasikan 

oleh peserta didik dalam kehidupan sekolah maupun 

bermasayarakat. SMP Negeri 12 Semarang mulai 

berfokus dalam menguatkan pendidikan anti korupsi pada 

tahun 2018. Tujuan utamanya yaitu membentuk dan 

mendidikan para peserta didik agar dapat selalu bersikap 

baik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam anti 

korupsi, dan mengenalkan berbagai contoh hal-hal kecil 

yang dapat menimbulkan tanda-tanda terjadinya korupsi 

dalam lingkup keluarga dan sekolah. Pelaksanaan 

pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang lebih 

menitik beratkan pada praktek kejujuran dan moral yang 

baik dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat adaptif 

dan aplikatif. Pelaksanaan penguatan pendidikan anti 

korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 

Semarang dilaksanakan dalam dua bentuk yaitu melalui 

pembelajaran dan pembiasaan literasi anti korupsi.  

a. Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi melalui 

Literasi Anti Korupsi  

Salah satu bentuk penguatan pendidikan anti 

korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 

12 Semarang yaitu dengan adanya pembelajaran 

pendidikan anti korupsi (PAK). Pembelajaran 

pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang 

merupakan salah satu materi sisipan dalam mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan (PPKn) dan juga dalam 

pembelajaran karakter peserta didik setiap harinya 

yang dilaksanakan oleh seluruh guru. Alokasi waktu 

dalam pembelajaran pendidikan anti korupsi ini 

kondisional dan menyesuaikan dengan materi yang 

hendak disampaikan. Khususnya pada mata 

pelajaran PPKn. 

Sebagai bukti adanya pembelajaran pendidikan 

anti korupsi dalam pembelajaran, guru sering 

membawakan media pembelajaran khusus untuk 

praktik berbagai kegiatan yang mendukung 

terlaksananya pendidikaan anti korupsi. Pembuatan 

materi pendidikan anti korupsi ini tergabung dalam 

modul ajar yang sudah disusun berdasarkan kajian 

materi yang akan disampaikan sesuai dengan bab 

dan sub bab materi, sehingga RPP guru PPKn satu 

dengan guru PPKn lain terkadang berbeda akan 

tetapi memiliki hasil luaran yang sama. Terkadang 

guru PPKn tidak menuliskan secara langsung pada 

RPP mengenai pendidikan anti korupsi. Hal ini 

karean guru atau pengajar dalam kelas tidak 

diwajibkan harus menyantumkan pendidikan anti 

korupsi, karena sejatinya pendidikan anti korupsi 

merupakan pembelajaran praktek yang dapat 

diimplementasikan secara langsung nilai-nilainya 

oleh peserta didik, sehingga pesertaa didik yang 

salah atau kurang benar dapat langsung diberikan 

arahan dan solusi yang baik oleh guru atau pengajar 

terkait. Utamanya disini pendidikan anti korupsi 

berperan sebagai nilai dalam perwujudan kegiatan 
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sehari-hari peserta didik. 

Materi pembelajaran pendidikan anti korupsi 

SMP Negeri 12 Semarang berdasarkan sering 

berkaitan dengan bab-bab mengenai bela negara dan 

juga mengenai kekuasaan negara. Dalam materi 

tersebut sering kali guru menyampaikan mengenai 

aspek korupsi yang dapat terjadi dalam lingkup bela 

negara dan kekuasaan negara. Sumber pembelajaran 

pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang 

bersumber pada buku modul jidil 1, 2, dan 3 yang 

sudah tersedia di perpustakaan yang diberikan oleh 

KPK. Metode pembelajaran yang digunakan oleh 

guru PPKn dalam menyampaikan materi yaitu 

berupa diskusi, ceramah, bercerita, debat, dan juga 

sosio drama yang dilaksanakan dilapangan sekolah 

secara bersama-sama. Disinilah guru PPKn 

membedah 9 nilai anti korupsi yang disesuaikan 

dengan kehidupan peserta didik dan juga materi 

pokok pembelajaran PPKn. Guru sebagai fasilitator 

memberikan rangsangan kepada peserta didik agar 

melatih tingkat keterampilan dan berpikir kritis 

dalam menaggapi permasalahan anti korupsi dalam 

masyarakat. Tak hanya metode Ibu Sri Untari, S.Pd 

selaku guru PPKn juga membuat media 

pembelajaran anti korupsi yang dinamakan PAAK 

(Petualangan Anak Anti Korupsi). PAAK digunakan 

untuk menstimulus peserta didik agar lebih semangat 

dan juga tertarik dalam belajar dengan sistem 

bermain, dengan permainan model boargame. 

Evalusasi pembelajaran anti korupsi di SMP Negeri 

12 Semarang terintegritasi dan terakukulatif 

langsung kedalam raport peserta didik dalam bagian 

sikap dan juga penilaian oleh guru PPKn.  

Sebagai komitmen sekolah dalam penguatan 

anti korupsi, sekolah membuat sebuah lorong yang 

dinamakan lorong integritas dimana didalam lorong 

tersebut berisikan berbagai alar peraga pembelajaran 

PPKn berupa buku modul anti korupsi, alat dan 

kostum pembiasaan literasi anti korupsi, mading-

mading multi modal integritas, media pembelajaran 

anti korupsi, dan masih banyak lainnya. Disinilah 

sekolah menghimbau agar peserta didik senantiasa 

mengunjungi lorong tersebut untuk membaca 

berbagai literatur yang sudah disediakan sehingga 

nantinya dapat meningkatkan kesadaran, pola 

berpikir kritis, dan pengetahuan anti korupsi oleh 

peserta didik.  

b. Pembiasaan Penguatan Pendidikan Anti Korupsi 

melalui Literasi Anti Korupsi di SMP Negeri 12 

Semarang 

Semakin sering kegiatan pembiasaan dilakukan maka 

akan berpengaruh pada kuatnya sikap dan perilaku pada 

peserta didik. Bentuk pembiasaan penguatan pendidikan 

anti korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 

12 Semarang yaitu terdapat Selasa Integritas, Orange Jus, 

Diary Kejujuran, Seminar Anti Korupsi, dan Majalah 

Cemara. 

1) Selasa Integritas 

Selasa integritas merupakan pembiasaan sosio 

drama yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 12 

Semarang sebagai bentuk dari pengimplementasian 

sembilan nilai-nilai anti korupsi. Selasa Integritas 

adalah sebutan kegiatan pembiasaan anti korupsi 

yang selalu dilaksanakan pada hari selasa pagi pukul 

07.00 – 07.25. Pembiasaan selasa integritas menjadi 

bagian rutin SMP Negeri 12 Semarang yang 

dilaksanakan pada hari selasa. Koordinator selasa 

integritas tidak lain adalah para guru PPKn dan juga 

memiliki tim khusus dalam pelaksaaanya, yaitu Ibu 

Sri Untari, S.Pd, Ibu Sri Hidayatun, S.Pd, dan Bapak 

Koharudin, S.Pd, dan tim peserta didik selasa 

integritas. Sosio drama anti korupsi yang 

dilaksanakan ini merupakan kerjasama guru PPKn 

dengan peserta didik dimana guru PPKn menyusun 

skenario yang bersumber pada buku modul anti 

korupsi, abita, atau orange jus, yang mana nantinya 

skrenario tersebut diperankan oleh peserta didik tim 

integritas pada hari selasa pagi dilapangan sekolah 

dengan disaksikan oleh seluruh warga sekolah. 

Tema-tema sosio drama tersebut yaitu pada nilai-

nilai anti korupsi, biografi pahlawan nasional, dan 

keadaan sosial dimasyarakat saat ini. Disinilah 

literasi berperan pada pemahaman peserta didik 

dalam memahami sebuah percakapan dalam 

skenario yang kemudian diaplikasikan pada sosio 

drama sehingga dapat memunculkan makna pada 

pelaksanaan pembiasaan tersebut. Kemudian dalam 

pelaksanaanya guru PPKn memberikan stimulus dan 

berbagai pertanyaan kepada peserta didik secara 

acak agar dapat mengetahui pemahaman konsep 

yang didapat setelah melaksanakan pembiasaan 

tersebut dan juga dapat membentuk sikap anti 
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korupsi melalui pengenalan konsep dan praktek.  

2) Orange Jus 

Orange Jus merupakan kelanjutan pembiasaan 

pendidikan anti korupsi dari pembiasaan selasa 

ingtegritas. Orange jus adalah sebutan dari buku 

pendidikan anti korupsi yang ada di SMP Negeri 12 

Semarang. Karena warna buku tersebut berwarna 

orange dan mirip dengan warna jus jeruk maka 

dinamakannya orange jus. Lahirnya pembiasaan 

orange jus merupakan bentuk inisiatif dari kegiatan 

pembiassaan selasa integritas. Orange jus pula 

berdiri bersama dengan selasa integritas yaitu pada 

tahun 2018. Pelaksanaan pembiasaan orang jus ini 

menyesuaikan dengan kegiatan selasa integritas dan 

yang pastinya dilaksanakan dalam kelas. Orange jus 

biasa dilaksanakan jika kondisi lapangan sekolah 

basah atau tengah hujan yang tidak memungkinkan 

para peserta didik berkumpul dilapangan sekolah. 

Sebagai bentuk konsistensi SMP Negeri 12 

Semarang dalam menguatkan pendidikan anti 

korupsi melalui literasi anti korupsi maka tidak ada 

halangan untuk terus melanjutkan pembisaan selagi 

dapat dilakukan dalam kondisi apapun selama tidak 

dalam kondisi pelaksanaan ujian sekolah. Orange jus 

di koordiantori oleh para guru PPKn dan juga tim 

integritas dengan memanggil ketua kelas masing-

masing atau langsung menyuruh ketua kelas untuk 

mengambil buku orange jus atau buku anti korupsi 

yang sudah tersedia diperpustakaan sekolah. Semua 

kelas tanpa terkecuali mengambil satu buku anti 

korupsi yang nantinya dibacakan didepan kelas 

masing-masing peserta didik. Pola pemanduan 

pelaksanaan oranges jus biasanya langsung 

dilaksanakan oleh ketua kelas secara langsung 

membacakan salah satu tema dalam buku anti 

korupsi tersebut kepada teman-temannya dan teman 

lainya mendengarkan dan menyimak apa yang 

dibacakan oleh ketua kelas tersebut. Sering juga pola 

pemandungan pelaksanaan orang jus dilakukan oleh 

guru pada jam pertama dikelas tersebut. Guru 

tersebut membimbing para pesertaa didik untuk 

hikmat memahami tema anti korupsi yang dibacakan 

oleh salah satu rekan temannya didepan hingga 

selesai. Setelah pembacaan salah satu tema anti 

korupsi tersebut guru jam pertama memberikan 

refleksi atas tema yang baru dibacakan dan beberapa 

kali menjadikan bahan refleksi tersebut sebagai 

tanya jawab sebelum memulai pembelajaran atau 

juga dapat dijadikan sebagai bentuk apresepsi 

kepada peserta didik. 

3) Diary Kejujuran 

Diary kejujuran merupakan bentuk 

pembiasaan anti korupsi yaitu dengan penulisan 

berbagai barang temuan pada buku khusus untuk 

mencatat berbagai barang yang ditemukan tanpa ada 

pemiliknya. Pembiasaan diary kejujuran ini pada 

mulanya belum dibentuk secara khusus, semua 

barang temuan sebelumnya hanya dilaporkan kepada 

pihak guru saja tanpa adanya perekapan dan juga 

pendataan secara komplit berbagai barang temuan 

yang ditemukan pada tanggal berapa, jam berapa, 

dan dimana barang tersebut ditemukan. Sehingga 

terkadang barang yang sudah lama tidak ada 

pemiliknya maka akan hilang identitasnya dan tidak 

akan menemukan siapa pemiliknya. Pada tahun 2018 

Ibu Sri Untari, S.Pd selaku koordinator pendidikan 

anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang mulai 

membenahi mekanisme pelaksanan berbagai barang 

temuan tersebut  agar lebih tersusun dengan rapi dan 

juga jelas asal-usul barang tersebut dan untuk apa 

kedepannya jika semua barang temua dan uang 

temuan tersebut tidak menemukan pemiliknya. 

Diary kejujuran merupakan bentuk pembiasaan anti 

korupsi yang mengimplementasikan nilai anti 

korupsi yaitu kejujuran. Kejujuran peserta didik 

dilatih secara disiplin dengan buku catatan temua ini. 

Pada pembiasaan diary kejujuran ini awalnya peserta 

didik yang menemukan barang atau uang langsung 

melaporkanya kepada guru yang nantinya akan 

disampaikan kepada Ibu Untari, S.Pd selaku 

koordinator pelaksana pendidikan anti korupsi di 

SMP Negeri 12 Semarang. Waktu berlalu berganti 

tahun hingga saat ini para peserta didk yang awalnya 

malu untuk melaporkan barang temuanya, kini mulai 

terbiasa berani melaporkannya secara langsung 

kepada Ibu Untari, S.Pd atau mencatat sendiri barang 

temuannya tersebut, mulai dari apa nama barang 

temuan, kapan waktu menemukan, dimana barang 

ditemukan, dan tanda tangan penemu barang 

tersebut. Disinilah peran diary kejujuran sebagai 

tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pendidikan anti 

korupsi di SMP Negeri 12 Semarang dengan 
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meningkatna kejujuran peserta didik dengan 

berbagai barang temuannya. Sehingga dapat dikatan 

oleh guru PPKn bahwa penguatan pendidikan anti 

korupsi di SMP Negeri 12 Semarang berhasil.  

4) Seminar Anti Korupsi  

Seminar anti korupsi merupakan bentuk 

kegiatan tahunan yang diadakan oleh SMP Negeri 1 

Semarang yang biasanya diadakan pada masa MPLS 

(Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) atau adanya 

tamu dari pihak luar yang hendak mengadakan 

kegiatan seminar anti korupsi yang berlokasikan di 

SMP Negeri 12 Semarang. Dalam seminar anti 

korupsi anak-anak diberikan berbagai wawasan 

mengenai bentuk-bentuk perbuatan jujur sebagai 

peserta didik di SMP Negeri 12 Semarang. Mulai 

dari menaati berbagai peraturan sekolah yang sudah 

dibuat, peraturan lalu lintas, hingga peraturan 

mengenai undang-undang teknologi masa kini. 

Fokus tema pembahasan menyesuaikan dengan topik 

yang tengah terjadi pada dunia pendidikan saat ini 

sehingga bersifat kondisonal dan tidak selalu 

membahas tentang kegiatan-kegiatan yang 

mengarah pada korupsi akan tetapi lebih kepada 

himbauan-himbauan dalam membangun nilai-nilai 

anti korupsi dalam kehidupan peserta didik. 

5) Majalah Cemara 

Majalah cemara merupakan bentuk luaran 

dari ekstrakulikuler jurnalistik yang ada di SMP 

Negeri 12 Semarang. Majalah cemara sebagai 

bentuk pendidikan anti korupsi melalui literasi anti 

korupsi yaitu isi dari majalah cemara sering 

menuliskan berbagai bentuk atau karakter-karakter 

baik yang secara tidak langsung dapat membangun 

nilai-nilai anti korupsi. Majalah cemara dicetak 

setiap semester dengan tema-tema majalah yang 

berbeda setiap kali mencetak. Dalam majalah cemara 

anak-anak dilatih untuk berani, karena 90% isi dari 

majalah cemara merupakan karya peserta didik dan 

hanya bagian layout atau penataan gambar dan 

tulisan agar pas dan rapi. Literasi anti korupsi yang 

mendukung dalam pemahaman konsep-konsep nilai-

nilai anti korupsi relevan dengan luaran berupa 

bacaaan-bacaan inspiratif yang diraih oleh warga 

sekolah SMP Negeri 12 Semarang yang mana 

mendukung untuk memotivasi peserta didik untuk 

semangat menempuh pendidikan dan belajar 

disekolah. Adanya majalah cemara sebagai bentuk 

bahwa SMP Negeri 12 Semarang peduli terhadap 

perkembangan literasi peserta didik sejak tahun 

2016. Utamanya dalam majalah cemara melatih 

peserta didik untuk berani berkarya dan berani untuk 

memberikan sarana edukasi yang baik kepada 

teman-teman. Majalah-majalah yang sudah buat 

nantinya akan ditaruh pada perpustakaan sekolah 

dan dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai 

kemajuan literasi peserta didik dari semester ke 

semeter berikutnya. Bagaimana telaah pesera didik 

dalam memahami sebuah konsep dan merangkai 

berbagai kalimat menjadi sebuah artikel yang 

menarik untuk dibaca. Dengan adanya majalah 

cemara, peserta didik diajak untuk ikut terlibat aktif 

dalam perkembangan literasi di SMP Negeri 12 

Semarang. Sebagai bentuk implementasi literasi dan 

menjadi salah satu bentuk literasi anti korupsi, 

berbagai nilai-nilai anti korupsi menjadi bagian 

besar dalam penulisan artikel. Seperti menulis artikel 

yang meningkatkan motivasi peserta didik dalam 

peduli terhadap prestasi, peduli terhadap pendidikan, 

peduli untuk diri sendiri agar terus berkembang, dan 

berani untuk terbuka dalam menyediakan ruang 

diskusi kepada peserta didik lain agar ikut serta 

dalam meningkatkan literasi anti korupsi dan 

senantiasa berpikir kritis. Oleh karena itu majalah 

cemara sangat mendukung literasi anti korupsi, 

sebab dalam penyampaian pesan antar peserta didik 

lebih dapat dipahami dengan mudah. Sehingga 

konsep-konsep anti korupsi dalam kehidupan sehari-

hari dapat memotivasi peserta didik untuk berani 

dalam mengambil langkah baru dalam hidupnya. 

Peran Sekolah dalam Penguatan Pendidikan Anti 

Korupsi melalui Literasi Anti Korupsi di SMP Negeri 

12 Semarang 

Dalam penelitian ini berfokus pada tiga peran yaitu 

peran kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang 

kesiswaan, dan guru PPKn dalam penguatan literasi anti 

korupsi di SMP Negeri 12 Semarang.  

a) Peran Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah kunci dari 

pelaksaanaan arah kebijakan sekolah di SMP Negeri 

12 Semarang. Sebagai kepala sekolah Bapak Drs. 

Slamet, M.Pd harus bijaksanan dalam menentukan 

berbagai kebijakan yang dapat memberikan 
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kenyamanan dalam terlaksananya proses belajara 

mengajar serta administrasi di SMP Negeri 12 

Semarang. Dengan adanya kepala sekolah yang bijak 

dalam menentukan arah tujuannya maka sekolah 

akan memiliki citra dan lulusan yang berkopenten. 

Pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi 

merupakan salah satu pendidikan nilai dengan tujuan 

mencetak para generasi muda agar senantiasa 

memiliki perilaku dan sikap yang anti koruptif. 

Sekolah sebagai tempat dalam membentuk karakter, 

tentunya kepala sekolah sangat mendukung akan 

terlaksananya pendidikan anti korupsi. Peran kepala 

sekolah dalam penguatan literasi anti korupsi di SMP 

Negeri 12 Semarang yaitu: 1) Pengembangan 

kebijakan anti korupsi sekolah; 2) Memimpin 

penguatan pendidikan anti korupsi; 3) Menjadi 

teladan anti korupsi terhadap guru dan peserta didik; 

4) Memfasilitasi guru dan peserta didik dalam 

kegiatan pendidikan anti korupsi; 5) Kolaborasi 

dengan lembaga atau pihak dalam pelaksanaan 

pendidikan anti korupsi; 6) Evaluasi dan pemantauan 

program pendidikan anti korupsi; 7) Kampanye anti 

korupsi dan menciptakan lingkungan bersih.  

b) Peran Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan 

dalam Penguatan Pendidikan Anti Korupsi 

Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan 

memiliki peran penting dalam implementasi 

penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi 

anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang. 

Pendidikan anti korupsi yang bertujuan untuk 

mmebentuk karakter peserta didik untuk dapat 

memiliki integritas, moralitas, dan sikap anti 

koruptif. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan 

memiliki peranan penting dalam mengawasi dan 

mengevaluasi program-program kesiswaan yang 

diadakan di SMP Negeri 12 Semarang. Utamanya 

yaitu program-program yang berkaitan dengan 

penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi 

anti korupsi. Peran wakil kepala sekolah bidang 

kesiswaan dalam pendidikan anti korupsi yaitu 

sebagai berikut: 1) Koordinasi program literasi anti 

korupsi dengan guru PPKn; 2) Pengembangan 

pemantauan literasi anti korupsi; 3) Pembinaan sikap 

dan etika peserta didik; 4) Mendukung kegiatan 

pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi. 

c) Peran Guru PPKn dalam Penguatan Pendidikan 

Anti Korupsi melalui Literasi Anti Korupsi di 

SMP Negeri 12 Semarang.  

Guru Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan atau PPKn merupakan guru yang 

memiliki kepakarak ahli dalam bidang sosial 

Pancasila dan kewarganegaraan. Dalam 

pendindidikan yang bersangkutan dengan kasus 

korupsi, tentu menjadi bidang guru PPKn dalam 

studi kewarganegaraan dan ketatanegaraan. Guru 

PPKn sebagai koordinator pelaksana pendidikan anti 

korupsi mempunyai peran andil yang sangat penting 

dalam menentukan materi dalam pelaksanaan 

pembelajaran dan pembiasaan pendidikan anti 

korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 

12 Semarang. Guru PPKn di SMP Negeri 12 

Semarang terdapat tiga orang yaitu; Ibu Sri Untari, 

S.Pd; Ibu Sri Hidayatun, S.Pd, dan Bapak 

Koharudin, S.Pd. Oleh kepala sekolah SMP Negeri 

12 Semarang, guru PPKn ditunjuk secara langsung 

dengan surat keputusan kepala sekolah sebagai 

koordinator pelaksana pendidikan anti korupsi di 

SMP Negeri 12 Semarang. Sehingga segala sesuatu 

kegiatan yang berurusan atau bersangkutan dengan 

pendidikan anti korupsi akan diarahkan kepada 

beliau-beliau selaku koordinir kegiatan pendidikan 

anti korupsi. Berikut merupakan peran guru PPKn 

dalam penguatan pendidikan anti korupsi melalui 

literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang: 1) 

Koordinator pelaksana pendidikan anti korupsi; 2) 

Integrasi literasi anti korupsi dalam pembelajaran; 3) 

Penanaman kesadaran sosial pada peserta didik; 4) 

Stumulasi pemikiran kritis terhadap isu korupsi; 5) 

Pengembangan media edukasi literasi anti korupsi; 

6) Evaluasi penguatan pendidikan anti korupsi 

melalui literasi anti korupsi. 

  

Dampak Penguatan Pendidikan Anti Korupsi melalui 

Literasi Anti Korupsi Terhadap Peserta Didik di SMP 

Negeri 12 Semarang 

Peserta didik sebagai sasaran dalam pelaksanaan 

penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti 

korupsi. Sebagai sasaran utama, tentunya para guru dan 

pimpinan sekolah dalam memberikan penguatan sudah 

mempersiapkannnya dengan baik dan matang sehingga 

tidak hanya dilaksanakan saja, akan tetapi 
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kebermanfaatan dari kegiatan tersebut dapat dirasakan 

langsung oleh peserta didik dan dapat 

diimplementasikannya dalam kehidupan sehar-hari. 

Pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 12 

Semarang secara khusus dimulai pada tahun 2018 

tentunya memiliki dampak-dampak positif kepada peserta 

didik dalam pembentukan sikap. Dampak yang 

diharapkan dalam pelaksanaan penguatan pendidikan anti 

korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 

Semarang yaitu dengan berdampaknya pada sikap anti 

korupsi pada diri peserta didik. Sikap anti korupsi 

merupakan sikap mental, moralitas, dan etika peserta 

didik yang senantiasa menentang dan menolak berbagai 

bentuk korupsi yang ada. Sehingga dapat tercermin 

integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang 

dilaksanakan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-

hari. Berikut hasil dampak penguatan pendidikan anti 

korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 

Semarang yang ditemukan oleh peneliti: 1) Meningkatnya 

kepedulian dan kejujuran peserta didik; 2) Disiplin dan 

bertanggung jawab akan tugas yang diberikan; 3) Berani 

tampil, membela kebeneran, dan mengakui kesalahannya; 

4) Mampu bersikap adil; 5) Meningkatnya sikap gotong 

royong dan kerja keras peserta didik. 

 

Penguatan Pendidikan Anti Korupsi melalui Literasi 

Anti Korupsi di SMP Negeri 12 Semarang 

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) 

Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan 

korupsi poin 7 Instruksi Khusus Diktum ke-11 

menyatakan bahwa menteri pendidikan nasional 

menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi 

penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada 

setiap jenjang pendidikan baik formal dan non-formal. 

Penguatan pendidikan anti korupsi merupakan suatu 

upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pehamanan, 

kedasaran, dan sikap individu atau masyarakat terhadap 

bahaya dan dampak negatif korupsi, serta memberikan 

pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah, 

mengidentitikasi, dan melawan tindakan korupsi. 

Pendidikan anti-korupsi juga diartikan sebagai upaya 

yang diselenggarakan secara sadar dan terstruktur kepada 

peserta didik, dengan menyediakan pengetahuan, nilai-

nilai, sikap, dan keterampilan yang diperlukan agar 

mereka bersedia dan memiliki kapabilitas untuk 

mencegah dan mengurangi kemungkinan berkembangnya 

korupsi (Handoyo: 2013: 43). Tujuan utamanya bukan 

hanya untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi, 

tetapi juga agar peserta didik memiliki kemampuan untuk 

menolak segala pengaruh yang dapat mengarah pada 

perilaku koruptif  (Handoyo: 2013: 43). Pada pelaksanaan 

penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi anti 

korupsi di SMP Negeri 12 Semarang telah 

mengaplikasikan berbagai pengetahuan dan keterampilan 

dalam mendukung terciptanya nilai dan sikap anti korupsi 

terhadap peserta didik. Pelaksanaan pendidikan anti 

korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 

Sermarang menekankan pada konsep-konsep pemahaman 

praktik dari implementasi nilai-nilai anti korupsi.  

Perluanya penguatan pendidikan anti korupsi 

melalui literasi anti korupsi merupakan salah satu bentuk 

usaha mengatasi masalah korupsi sejak dini dalam dunia 

pendidikan. Sebagai mana anak-anak akan menghabiskan 

waktunya pada pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya 

penguatan agar tercipta perilaku atau kegiatan yang 

diinginkan. Sebagaimana dijelaskan bahwa penguatan 

adalah suatu stimulus, dorongan, atau rangsangan berupa 

benda atupun kebijakan yang dikemas dalam peristiwa 

yang dimunculkan segera setelah perilaku melakukannya 

dan dapat meningkatkan keseringan munculnya perilaku 

tersebut (Djaramah: 2005). Perilaku atau keseringan yang 

diharapkan adalah perilaku yang mengarah pada sikap-

sikap anti korupsi terhadap peserta didik di SMP Negeri 

12 Semarang. Sekolah memberikan kegiatan atau 

pembiasaan secara berulang-ulang agar peserta didik 

memiliki wawasan yang luas, utamanya dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi pada 

kehidupan sehari-hari peserta didik dengan 

mengedepankan keterampilan dan pengetahuan. Sejalan 

dengan hal tersebut melalui literasi peserta didik dapat 

belajar dan memahami dengan perlahan apa saja yang 

dimaknai anti korupsi. Literasi merupakan hasil kerja 

pemahamanan perolehan melalui berbagai aktivitas 

seperti membaca menulis, dan melalukan kegiatan yang 

menjadikan pengetahuan dan hubungan sosial (Indiarto: 

2017:12). Dengan pengembangan pengetahuan anti 

korupsi melalui literasi anti korupsi diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang dapat meningkatkan pola 

berpikir kritis peserta didik terhadap berbagai 

permasalahan lingkungan sosial. Seperti halnya 

pengimplementasian nilai-nilai anti korupsoi dalam 

kehidupan sehari-hari yang menjadi karakter peserta 
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didik. Penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi 

anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang dilaksaakan 

dalam dua bentuk yaitu dalam pembelajaran dan 

pembiasaan sekolah. Berikut analisis peneliti dalam 

pelaksanaan penguatan pendidikan anti korupsi melalui 

literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang. 

Sejalan dengan hal tersebut Suyanto (dalam 

Handoyo 2013: 47) menyebutkan bahwa bentuk 

pembelajaran pendidikan anti korupsi merupakan salah 

satu strategi dalam mengimplementasikan pendidikan anti 

korupsi di sekolah. Strategi tersebut adalah strategi 

inklusif yaitu menyisipkan nilai-nilai anti korupsi 

kedalam sejumlah mata pelajaran terkait.  Sebagaimana 

pembelajaran semestinya, guru PPKn dalam 

mengamplikasikan pendidikan anti korupsi dalam 

pembelajaran yaitu dengan menyediakan berbagai sarana 

dan prasaranan mendukung proses pembelajaran. Dengan 

guru menyediakan media pembelajaran anti korupsi serta 

modul-modul sebagai pendukung proses pembelajaran 

pendidikan anti korupsi yang tersedia diperpustakaan 

sekolah. 

Noviani Achmad Putri (2023) menjelaskan 

setidaknya terdapat tiga bidang literasi yang efektif dalam 

medukung penguatan anti korupsi. Literasi tersebut yaitu 

1) Literasi Baca. Literasi baca adalah pengetahuan dan 

kemampuan membaca, menulis, meneliti, 

mengorganisasikan dan memahami, menganalisis, 

merespons, dan menggunakan teks tertulis untuk 

mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan 

keterampilan, serta berpartisipasi dalam lingkungan. 2) 

Literasi Digital. Literasi digital merupakan upaya yang 

diperlukan individu untuk menyaring informasi secara 

akurat dari berbagai sumber. 3) Literasi budaya dan 

kewarganegaraan. Literasi budaya adalah kemampuan 

memahami dan menghubungkan budaya Indonesia 

sebagai identitas bangsa. Sedangkan literasi 

kewarganegaraan adalah kemampuan memahami hak dan 

kewajiban warga negara. Kapasitas budaya dan 

kewarganegaraan adalah kapasitas individu dan 

komunitas untuk mempengaruhi lingkungan sosial 

mereka sebagai bagian integral dari bangsa dan budaya 

mereka. Berikut analisis penguatan pendidikan anti 

korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 

Semarang sesuai teori diatas. 1) Literasi baca. Literasi 

baca dalam rangka penguatan pendidikan anti korupsi di 

SMP Negeri 12 Semarang melaksanaan literasi baca 

dengan sekolah sudah menyediakan berbagai bahan 

bacaan literatur anti korupsi secara lengkap seperti halnya 

pembiasaan orange jus yaitu membaca buku integritas 

yang membahas nilai-nilai anti korupsi yang terkandung 

dalam biografi para tokoh pahlawan nasional pada setiap 

hari selasa, sejalan dengan hal tersebut sekolah sudah 

melaksanakan pembiasaan anti korupsi melalui 

pembuatan majalah cemara dimana peserta didik dituntut 

untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan 

dalam merangkai kata dan membuat sebuah artikel. 

Disinilah literasi baca sudah teraplikasi dengan baik, baik 

dalam rangka baca ataupun menulis berbagai literasi yang 

bertemakan anti korupsi. 2) Literasi digital. Sebagai 

bentuk penyeimbangan dengan kemajuan zaman, 

pembelajaran pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 12 

Semarang tentunya juga mengintegritasikan digitalisasi 

dalam proses pembelajarannya. Dalam proses belajar 

mengajar menurut Ibu Sri Hidayatun, S.Pd para peserta 

didik diajak untuk bersama sama untuk mencari 

kebernaran fakta dari sebagai sumber literatur. Sebab 

maraknya berita hoax dapat berdampak pada ketidak 

benaran akan sebuah berita dan dapat menyesatkan 

pembaca. Oleh karenanya SMP negeri 12 Semarang juga 

sudah memperobolehkan para peserta didiknya 

mengunakan smartphone dalam proses pembelajaran 

dengan pemantauan oleh wali kelas. Disinilah peserta 

didik mendapatkan berbagai sumber bacaan tambahan 

dalam mendukung proses pembelajaran agar tercipta 

suasana pembelajaran yang menarik dari berbagai arah 

dan sumber informasi. 3) Literasi budaya dan 

kewarganegaraan. Sejalan dengan hal tersebut, SMP 

Negeri 12 Semarang telah mengimplementasikan literasi 

budaya dan kewargaenagaraan dalam rangka pendidikan 

anti korupsi. Dapat dibuktikan dengan pembiasan-

pembiasaan anti korupsi yang mengangkat nilai-nilai 

sosial budaya dan juga biografi para tokoh pahlawan 

nasional. Para proses pembelajaran anti korupsi, para 

peserta didik diberikan berbagai contoh nilai-nilai sosial 

yang baik yang ada dalam masyarakat, utamanya dalam 

kesehariannya para guru mengingatkan para peserta didik 

untuk senantiasa bererprilaku baik berdasarkan nilai-nilai 

anti korupsi seperti selalu jujur, disiplin, dan bertanggung 

jawab jia diberikan sebuha tugas. Kemudian dalam 

pembiasaan selasa integritas, para peserta didik diajak 

untuk memahami sebuah konsep drama anti korupsi yang 

berasal dari cerita rakyat, permasalahan sosial, ataupun 
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nilai-nilai anti korupsi yang bersumber pada tokoh 

nasional yang mana skenario diaplikasikan kedalam sosio 

drama anti korupsi kepada seluruh warga sekolah pada 

setiap selasa pagi sebagai bentuk komitmen sekolah 

dalam menguatkan pendidikan anti korupsi.  

Peserta didik SMP Negeri 12 Semarang setelah 

diberikan penguatan pendidikan anti korupsi melalui 

literasi anti korupsi kini menjadi lebih dapat memahami 

berbagai konsep-konsep anti korupsi baik pada kehidupan 

sehari-hari maupun yang berasal dari para tokoh nasional. 

Kemudian juga membentuk sikap yang disiplin, jujur, 

berani, terbuka, serta bertanggung jawab atas tugas yang 

berikan.  

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

tentang penguatan pendidikan anti korupsi melalui literasi 

anti korupsi di SMP Negeri 12 Semarang, maka 

disimpulkan hal-hal berikut ini: 

1. Pelaksanaan penguatan pendidikan anti korupsi 

melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 12 

Semarang terbagi menjadi dua yaitu dalam bentuk 

pembelajaran dan pembiasaan anti korupsi. 

Pembelajaran pendidikan anti korupsi dilaksanakan 

dengan menyisipkan materi anti korupsi pada tema 

besar pembelajaran dengan materi menyesuaikan 

dengan pokok bahasan dan mengambil sumber 

materi anti korupsi pada buku-buku modul 

pendiidkan anti korupsi yang sudah tersedia 

diperpustakaan dan lorong integritas. Pembelajaran 

anti korupsi memiliki hambatan pada terbatasnya 

waktu dan tidak semua tema besar pembelajaran 

dapat disisipkan materi anti korupsi. Selain dalam 

pembelajaran, penguatan pendidikan anti korupsi 

melalui literasi anti korupsi juga dilaksanakan dalam 

bentuk pembiasaan literasi anti korupsi seperti selasa 

integritas, orange jus, diary kejujuran, seminar anti 

korupsi, dan majalah cemara. Dari kegiatan 

pembelajaran dan pembiasaan anti korupsi tersebut 

peserta didik senantiasa diajak untuk membaca, 

menulis, memahami konsep, dan menyatakan 

pendapatnya. Sehingga berdampak pada pemahaman 

konsep implementasi nilai-nilai anti korupsi dan 

meningkatkan pola berpikir kritis peserta didik. Oleh 

karenanya kegiatan tersebut terus dilakukan secara 

berulang-ulang sehingga dapat meningkatkan literasi 

anti korupsi. 

2. Peran sekolah dalam penguatan pendidikan anti 

korupsi melalui literasi anti korupsi di SMP Negeri 

12 Semarang sangat penting. Kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah, dan guru PPKn berperan dalam 

pelaksanaan dan menentukan kebijakan mengenai 

pendidikan anti korupsi utamanya melalui literasi 

anti korupsi. Peran kepala sekolah dalam penguatan 

pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi 

a) Pengembangan kebijakan sekolah b) Memimpin 

penguatan pendidikan anti korupsi c) Menjadi 

teladan anti korupsi terhadap guru dan peserta didk 

d) Memfasilitasi guru dan peserta didik dalam 

kegiatan pendidikan anti korupsi e) kolaborasi 

lembaga atau pihak pelaksana pendidikan anti 

korupsi f) Evaluasi dan pemantauan program 

pendidikan anti korupsi g) Kampanye anti korupsi 

dan menciptakan lingkungan bersih. Peran wakil 

kepala sekolah bidang kesiswaan dalam penguatan 

pendidikan anti korupsi melalui literasi anti korupsi 

a) Koordinasi program literasi anti korupsi dengan 

guru PPKn b) Pengembangan pemantauan literasi 

anti korupsi c) Pembinaan sikap dan etika peserta 

didik d) Mendukung kegiatan pendidikan anti 

korupsi melalui literasi anti korupsi. Peran guru 

PPKn dalam penguatan pendidikan anti korupsi 

melalui literasi anti korupsi a) Koordinator 

pelaksana pendidikan anti korupsi b) Integrasi 

literasi anti korupsi dalam pembelajaran c) 

Penanaman kesadaran sosial pada peserta didik d) 

Stimulasi pemikiran kritis terhaap isu korupsi e) 

Pengembangan media edukasi literasi anti korupsi f) 

Evaluasi penguatan pendidikan anti korupsi.  

3. Dampak penguatan pendidikan anti korupsi melalui 

literasi anti korupsi pada sikap peserta didik di SMP 

Negeri 12 Semarang menunjukan perubahan sikap 

yang signifikan yiatu dengan meningkatnya sikap 

kepedulian, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, 

berani, adil, gotong royong, dan kerja keras. Peserta 

didik mulai dapat mengimplementasikan nilai-nilai 

anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dan yang 

dirasakan oleh peserta didik utamanya setelah 

adanya penguatan pendidikan anti korupsi melalui 

literasi anti korupsi yaitu peserta didik dapat 

bersikap berani untuk tampil dan mengungkapkan 



 

12 
 

pemikiran kritisnya atas isu sosial kemudian telah 

jujur dalam berbagai barang temuan yang 

ditemukannya. Walaupun begitu masih terdapat satu 

atau dua anak yang terkadang belum bersikap sesuai 

dengan nilai anti korupsi karena permasalahan 

pribadinya masing-masing.  
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